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Pembuktian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya
berpedoman pada asas umum pembuktian namun juga menganut asas pembuktian
terbalik terhadap perkara tertentu. Terdapat lex specialist terhadap ketentuan ini
berdasarkan Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan
pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah dan wakalah bil
istitsmar. Ketika terjadi perbedaan pendapat tentang kerugian usaha dan pemilik
modal menuntut pengelola untuk mengembalikan modal, maka wajib bagi
pengelola membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh ta ‘addi, tafrith dan
muhkalafath al-syuruth. Fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 mengandung
norma hukum pembuktian terbalik yang selama ini belum diatur secara khusus
dalam hukum acara ekonomi syariah. Kevakuman hukum ini akan berpotensi
melahirkan ketidakseimbangan dalam praktik pembebanan alat bukti kepada pihak
yang bersengketa.

Disertasi ini bertujuan untuk: 1). Mengeksplorasi konsep pembuktian
terbalik dalam fatwa DSN Nomor 105/DSN-MUI/X/2016 dan UU Nomor 8 tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2). Menemukan ratio legis dibalik
penerapan hukum pembuktian terbalik dalam Fatwa DSN dalam perspektif hukum
ekonomi syariah, yuridis dan filosofis. 3). Membangun formulasi hukum dan
mekanisme pembuktian terbalik dalam fatwa DSN sebagai bentuk pengembangan
dan pembaharuan hukum acara peradilan agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law)
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual
(conseptual approach). Bahan hukum primer adalah Fatwa DSN Nomor 105/DSN-
MUI/X/2016 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Adapun bahan hukum
sekunder berupa kitab, buku dan jurnal penelitian yang berhubungan dengan topik
penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu preskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, norma hukum pembuktian terbalik
dalam fatwa DSN dilatarbelakangi oleh sulitnya pembuktian yang dilakukan
pemilik modal terkait unsur fa’addi (melampaui batas), fafrith (kelalaian) dan
mukhalafath al-syuruth (melanggar perjanjian) yang dilakukan pengelola modal



karena kunci pengelolaan usaha berada pada pengelola modal. Latar belakang ini
juga ditemukan dalam UU Nomor 8 tahun 1999, dimana konsumen mengalami
kesulitan membuktikan terjadinya kesalahan produksi barang karena kunci
produksi dipegang oleh pelaku usaha.

Kedua, menurut Nazih Hammad, pembuktian terbalik dalam perspektif
ekonomi syariah didasarkan pada 4 (empat) faktor, pertama, urf, yaitu pergeseran
norma yang mengubah paradigma hukum asal tentang bebasnya tanggungjawab
pengelola modal menjadi bersifat tidak mutlak (relatif). Kedua, tuhmah yaitu
praduga/persangkaan terhadap pengelola terkait adanya unsur kesalahan dalam
menjalankan usaha, ketiga, maslahah, yaitu modal yang dikucurkan harus terjaga
dari bentuk kelalaian dan kesengajaan pengelola. Dan ke empat, dalalah al-hal
yaitu petunjuk (garinah) yang mengarah kepada fakta tentang benar tidaknya
pengelola dalam mengelola modal. Dalam konteks yuridis, penerapan hukum
pembuktian terbalik bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada
pemilik modal yang beriktikad baik. Secara filosofis, pembuktian terbalik bertujuan
memberikan keadilan substantif dan berimbang kepada para pihak dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Ketiga, formulasi hukum pembuktian terbalik yang dibangun dalam fatwa
DSN bersumber dari prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability) yang lahir dari
perjanjian antara pemilik modal dan pengelola. Sebagai 2engah2 pembaruan hukum
acara ekonomi syariah, maka mekanisme pembuktian terbalik diterapkan dengan 3
(tiga) metode, pertama, tergugat (pengelola) harus membuktikan tidak adanya unsur
kesalahan dalam pengelolaan usaha. Kedua, beban alat bukti lebih dimaksimalkan
kepada pihak tergugat (pengelola modal). Ketiga, seluruh dalil yang menjadi
gugatan penggugat harus dibuktikan secara sebaliknya (negatif) oleh pihak
tergugat.
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The Proof in resolving sharia economic disputes is not only guided by the
general principles of proof but also adheres to the reverse principle of proof for
certain cases. There is a lex specialist for this provision based on DSN Fatwa
Number 105/DSN-MUI/X/2016 concerning guaranteeing capital returns for
mudharabah, musyarakah and wakalah bil istitsmar financing. In cases where
business losses occur, the capital owner (investor) demands the capital manager
(entrepreneur) to return the capital, it is mandatory for the capital manager
(entrepreneur) to prove that the losses are not caused by ta’addi, tafrith and
muhkalafath al-syuruth. DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 contains the
legal norm of reseval burden of proof which so far has not been specifically
regulated in the procedural law for resolving sharia economic. This rechtvakum will
be potential to give rise to imbalances in the practice of imposing evidence on the
parties.

This dissertation aims to explore: 1). Exploring the concept of reverse proof
in DSN fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 and Law No. 8 of 1999 concerning
Consumer Protection. 2). Finding the legal ratio behind the application of the law
of reverse evidence in DSN Fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 from sharia
economic law, juridical and philosophical perspectives. 3). Developing legal
formulations and reverse evidence mechanisms in DSN fatwa Number 105/DSN-
MUI/X/2016 as a form of development and renewal of religious court procedural
law.

This type of research is normative legal research with a statutory and
conceptual approach. The primary legal material in this research is DSN Fatwa
Number 105/DSN-MUI/X/2016 concerning guaranteeing capital returns for
mudharabah, musyarakah and wakalah bil istitsmar financing and Law Number 8
of 1999 concerning consumer protection. The secondary legal materials are in the
form of books, books and research journals related to the research topic. The
analytical methods used are prescriptive and comparative.



The results of the research show Firstly, the legal concept of reverse proof
which are contained in the DSN fatwa Number 105/DSN-MUI/X/2016 was caused
by the difficulty of proving by the Plaintiff (Capital Owner) regarding the elements
of error (ta’addi, tafrith and mukhalafth al-syuruth) which was carried out by the
Defendant (Business Manager) because the key to managing the business/enterprise
was held and controlled by the capital manager. This background is also found in
Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection where consumers as Plaintiffs
get difficulties in proving that errors occurred in the production of goods because
the secret to the production procedures themselves is held by the business actor.

Second, according Nazih Hammad, reseval burden of proof in a sharia
economic perspective is based by 4 (four) factor, first, urf, there is a shift in values
that changes the original legal stigma about freedom of responsibility for capital
managers to be non-absolute (relative). Second, fuhmah, the principle of
presumption of guilt/suspect towards capital managers about the existence of
human error (ta’addi, tafrith and mukhlafth al-syuruth) in operating a business.
Third, maslahah, the capital provided by the capital owner must be guarded and
maintained from any form of negligence and intentional capital management. The
fourth, dalalah al-hal, namely the existence of instructions and indication (garinah)
which shows to facts about whether or not the capital manager in operating the
business. In legal context, the application of the law of reverse burden of proof aims
to provide legal protection to capital owners who act in good faith. As for
philosophically, the application of the law of reseval burden of proof aims to
provide substantive and balanced justice to the parties in resolving sharia economic
disputes.

Third, the legal formulation of reverse evidence built in DSN fatwa Number
105/DSN-MUI/X/2016 originates from the principle of absolute responsibility
(strict liability) as a form of trust that is born from an agreement between capital
owners and managers. As a form of reform of sharia economic procedural law,
reverse proof mechanism is applied using 3 (three) methods, first, the Plaintiff
(capital owner) is limited to proving the nominal material loss suffered while the
Defendant (manager) must prove whether there was an error in business
management. Secondly, the burden of evidence is maximized on the Defendant
(capital manager) in terms of disclosing data and witnesses. Third, all the arguments
that constitute the Plaintiff’s claim must be proven otherwise (negatively) by the
defendant.
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